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L PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam cara manusia berkomunikasi,
termasuk di kalangan generasi muda. Pelajar sebagai bagian dari kelompok usia produktif digital
menjadi pengguna media sosial paling aktif. Aplikasi seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X
(Twitter) menjadi ruang utama mereka dalam berekspresi, berinteraksi, bahkan membentuk identitas diri
(Avci, Baams, & Kretschmer, 2025; Lisa & Irma, 2025). Namun, intensitas penggunaan media sosial
tidak selalu diimbangi dengan pemahaman dan kepatuhan terhadap etika serta hukum siber. Fenomena
seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan cyberbullying masih banyak
ditemukan di kalangan pelajar, baik secara sadar maupun tidak (Giovanni Fulantelli et al., 2022).
Kondisi ini menunjukkan lemahnya kesadaran hukum digital, terutama dalam memahami dan
menerapkan nilai-nilai hukum di ruang siber. Budaya hukum yang mencerminkan sikap, nilai, dan
perilaku terhadap hukum menjadi kunci untuk menjelaskan pola kepatuhan maupun pelanggaran yang

muncul dalam interaksi digital (De Silva, 2023).
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Fenomena tersebut juga didukung oleh data nasional. Penelitian (Purboningsih et al., 2023) mencatat
lebih dari 65% pengguna aktif media sosial di Indonesia berasal dari kelompok pelajar dan mahasiswa.
Namun, survei Siberkreasi dan (UNICEF, 2023) mengungkap hanya 29% pelajar memahami secara
memadai etika digital serta regulasi hukum siber, termasuk UU ITE dan perlindungan data pribadi.
Bahkan, (Nguyen & Goto, 2024) melaporkan adanya peningkatan 40% pelanggaran etika digital oleh
pelajar dibandingkan tahun sebelumnya. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara
intensitas penggunaan teknologi dengan kesadaran hukum, yang berimplikasi pada rendahnya

kepatuhan pelajar terhadap norma etika maupun hukum di dunia maya.

Penelitian terdahulu telah menyoroti literasi digital dan perilaku etis remaja di media sosial. (Park et al.,
2023) menekankan pentingnya digital literacy sebagai fondasi perilaku daring yang bertanggung jawab.
Di Indonesia, (Hasan et al., 2024) menyoroti peran nilai etika dalam komunikasi digital, sedangkan
(Shukurov & Jafarov, 2023) menekankan aspek regulasi hukum siber tanpa membahas internalisasi
budaya hukum pelajar. Sementara itu, kajian internasional banyak mengulas etika digital remaja, tetapi
masih sedikit yang secara eksplisit mengaitkan kepatuhan hukum dengan budaya hukum, khususnya di

negara berkembang seperti Indonesia (M. Elpha Darnia et al., 2023).

Kekosongan ini menegaskan perlunya penelitian yang menghubungkan budaya hukum dengan perilaku
pelajar dalam menggunakan media sosial. Studi yang ada umumnya berfokus pada pemahaman teknis
hukum siber, bukan pada nilai, sikap, dan persepsi hukum sebagai bagian dari budaya (Joaquin Navajas-
Adan et al., 2024). Padahal, internalisasi budaya hukum sejak dini berpotensi meningkatkan kepatuhan
hukum secara sukarela dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis budaya hukum
generasi muda dalam kepatuhan terhadap etika dan hukum siber melalui studi kasus penggunaan media
sosial di kalangan pelajar. Fokus penelitian adalah sejauh mana pelajar memahami dan mematuhi aturan,

serta faktor sosial, budaya, dan pendidikan yang memengaruhi pembentukan budaya hukum merek.

Kontribusi utama penelitian ini adalah memadukan perspektif sosiologi hukum dengan studi media
digital. Pendekatan budaya hukum digunakan sebagai lensa utama, bukan sekadar analisis legalistik atau
teknis. Dengan menghadirkan data empiris dari konteks Indonesia, penelitian ini memperluas kajian
budaya hukum digital yang masih terbatas. Temuan ini tidak hanya menggambarkan tingkat kepatuhan
formal pelajar, tetapi juga proses sosial yang membentuk nilai dan kesadaran hukum mereka (Mostafa
Hussam Mostafa Altarawneh et al., 2025). Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur budaya
hukum dengan menghadirkan aplikasi pada ranah digital yang selama ini lebih didominasi perspektif
teknis dan penegakan hukum. Secara praktis, hasil penelitian relevan bagi pembuat kebijakan, pendidik,
dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang intervensi literasi digital yang lebih kontekstual.
Edukasi hukum siber sejak usia sekolah menjadi strategi penting untuk membangun masyarakat digital

yang etis dan taat hukum (Al-Hariri, Al-Mansour, & Hassam, 2025).

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus intrinsik untuk menggali
fenomena budaya hukum digital di kalangan pelajar dalam penggunaan media sosial. Pendekatan ini
dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu memahami bagaimana nilai, sikap, dan
kesadaran hukum terbentuk serta tercermin dalam perilaku daring pelajar. Sejalan dengan pandangan
(Lim, 2025), pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi makna yang dikonstruksi individu atas
pengalaman sosialnya. Studi kasus dipilih karena konteks lokal yang spesifik penggunaan media sosial
oleh pelajar dalam ranah hukum siber perlu dianalisis secara mendalam (McCarthy, 2021). Dengan
demikian, desain ini dianggap paling tepat untuk menjawab rumusan masalah mengenai pembentukan

budaya hukum secara sosial dan kontekstual.
B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah pelajar SMA dan SMK di Jakarta dan Surabaya, yang mewakili keragaman
budaya digital remaja urban. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria
inklusi: pelajar berusia 15—18 tahun, memiliki akun media sosial aktif minimal satu tahun terakhir, dan
bersedia mengikuti wawancara serta observasi daring. Kriteria eksklusi adalah pelajar tanpa akses rutin
ke internet atau tanpa izin tertulis dari orang tua/wali. Jumlah partisipan sebanyak 20 orang, terdiri atas
siswa SMA Negeri 6 Jakarta, SMK Swasta di Jakarta Selatan, SMA Negeri 5 Surabaya, dan SMK
Teknologi Surabaya.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik: wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi daring, dan
dokumentasi digital. Wawancara dilakukan secara daring via Google Meet dengan panduan yang
disusun sebelumnya, mencakup pemahaman hukum siber, pengalaman bermedia sosial, dan nilai yang
memengaruhi sikap terhadap pelanggaran digital. Observasi dilakukan dengan izin partisipan, mencatat
interaksi mereka di Instagram, TikTok, dan X (Twitter), termasuk jenis unggahan, komentar, serta
respons terhadap konten bermuatan pelanggaran. Dokumentasi berupa tangkapan layar, catatan aktivitas
digital, dan rekaman wawancara melengkapi data penelitian. Seluruh proses pengumpulan berlangsung

tiga bulan, dari Maret hingga Mei 2025.

D. Instrumen Penelitian
Instrumen utama adalah panduan wawancara berdasarkan teori budaya hukum (Gupta & Harvey, 2022)
dan prinsip etika digital. Validasi isi dilakukan oleh dua pakar sosiologi hukum dan media digital,
disertai uji coba pada dua pelajar di luar sampel untuk memastikan kejelasan pertanyaan. Pengolahan
data dilakukan menggunakan NVivo 14 untuk memfasilitasi penyandian (coding) dan kategorisasi secara

sistematis.

E. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik melalui lima tahap: transkripsi verbatim wawancara, pembacaan

menyeluruh untuk memahami konteks, penyandian data, pengelompokan tema, dan interpretasi dalam
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kerangka budaya hukum. Proses ini didukung perangkat lunak NVivo untuk meningkatkan akurasi dan
efisiensi. Validitas diperkuat dengan triangulasi teknik, yaitu membandingkan wawancara, observasi,

dan dokumentasi. Hasil akhir ditafsirkan untuk memahami budaya hukum generasi muda di Indonesia.
F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Tahap persiapan mencakup penyusunan proposal, pembuatan instrumen, dan pengajuan izin ke sekolah
serta komite etik. Setelah sosialisasi dan persetujuan tertulis dari partisipan serta orang tua/wali, proses
wawancara dan observasi dilakukan sesuai jadwal. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara
tematik dan dilaporkan. Rangkaian prosedur dirancang sistematis agar dapat direplikasi pada penelitian

serupa di konteks lain.
G. Pertimbangan Etis

Karena partisipan adalah pelajar usia sekolah, penelitian ini memperhatikan etika secara ketat. Sebelum
dimulai, partisipan diberi penjelasan tentang tujuan, manfaat, risiko, serta hak untuk menolak atau
menghentikan keterlibatan kapan saja. Semua pelajar menandatangani informed consent, dengan
tambahan persetujuan orang tua/wali bagi yang belum berusia 18 tahun. Identitas partisipan disamarkan
dan data disimpan secara terenkripsi. Penelitian ini telah disetujui Komite Etik Penelitian Sosial Fakultas
Ilmu Sosial dan Politik Universitas X. Dengan demikian, penelitian dijalankan berdasarkan prinsip

integritas akademik dan perlindungan subjek penelitian.

III. HASIL DAN DISKUSI
Hasil

Penelitian ini melibatkan 20 pelajar SMA dan SMK di Jakarta dan Surabaya yang aktif menggunakan
media sosial, terutama Instagram, TikTok, dan X (Twitter). Usia responden berkisar 15—18 tahun. Data
diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi daring, dan dokumentasi digital. Tabel 1 menyajikan
karakteristik umum responden, yang menunjukkan variasi latar belakang geografis, jenis sekolah, dan
demografi. Observasi menunjukkan adanya variasi perilaku digital. Sebagian pelajar lebih berhati-hati
dalam membagikan konten, sementara lainnya mengikuti tren dan pengaruh teman sebaya tanpa
mempertimbangkan aspek etis atau hukum.

Tabel 1. Karakteristik Umum Partisipan Penelitian
No Kota Jenis Sekolah Jenis Kelamin Usia (Tahun)
1-10 Jakarta SMA/SMK Negeri & Swasta 6 Laki-laki, 4 Perempuan | 15-17
11-20 | Surabaya | SMA/SMK Negeri & Swasta 5 Laki-laki, 5 Perempuan | 16—18

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan tiga tujuan utama, yaitu mengidentifikasi tingkat pemahaman
pelajar terhadap hukum dan etika digital, menggambarkan kepatuhan pelajar terhadap hukum dan etika
saat bermedia sosial, serta mengungkap faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi
pembentukan budaya hukum digital pada pelajar. Pada tujuan pertama, hasil menunjukkan bahwa
pemahaman pelajar terhadap hukum dan etika siber masih terbatas. Sebagian besar pelajar mengetahui

istilah umum seperti cyberbullying, hoaks, dan privasi data, tetapi tidak memahami ketentuan hukum
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yang mengaturnya secara rinci. Untuk memperjelas distribusi pemahaman ini, ditampilkan Gambar 1
yang menggambarkan tiga tingkat pemahaman pelajar, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
60 -

50 -
45%

B
o
[

35%

Persentase
w
(=]

20%

~
o
|

—
o
|

Tngg Sedang Rendzh
Gambar 1. Tingkat Pemahaman Pelajar terhadap Hukum Siber

Gambar 1 menggambarkan tingkat pemahaman pelajar terhadap hukum siber: hanya 20% yang memiliki

pemahaman tinggi, 45% sedang, dan 35% rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun istilah seperti

cyberbullying, hoaks, dan privasi data cukup dikenal, pemahaman substansial terhadap regulasi masih

lemah. Kepatuhan hukum juga rendah: hanya 6 dari 20 pelajar yang secara sadar mempertimbangkan

konsekuensi hukum sebelum mengunggah konten. Sebagian besar lainnya membagikan konten tanpa

menilai dampak etis atau hukum.

Tabel 2 memperlihatkan tiga faktor utama yang memengaruhi pembentukan budaya hukum digital:
pengaruh teman sebaya (paling dominan), nilai keluarga, dan pendidikan sekolah. Analisis tematik
dengan NVivo menunjukkan tema seperti “etika”, “teman”, dan “posting” muncul dengan frekuensi
tinggi (Gambar 2), menandakan bahwa norma sosial dan pengaruh kelompok lebih kuat dibanding
kesadaran hukum formal. Temuan penting lainnya adalah adanya kesenjangan antara pengetahuan dan
praktik. Beberapa pelajar memahami konsep hukum digital, namun tetap melakukan pelanggaran ringan
seperti menyebarkan informasi tidak terverifikasi atau komentar sarkastik. Hal ini memperlihatkan
bahwa norma kelompok sebaya lebih berpengaruh dibanding aturan hukum. Peran sekolah juga terbukti

terbatas; sebagian besar pelajar tidak pernah mendapat pembelajaran formal tentang etika atau hukum

digital.
Tabel 2. Faktor Sosial-Budaya Yang Mempengaruhi
Jumlah Partisipan Kategori Tema
Faktor Utama yang Menyebutkan dalam NVivo
Pengaruh Teman Sebaya | 16 dari 20 "lingkungan sosial"
Nilai-nilai Keluarga 14 dari 20 "norma rumah"
Pendidikan Sekolah 11 dari 20 "edukasi formal"

A. Hasil Analisis Data (Pendekatan Tematik NVivo)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak NVivo 14 untuk menyusun tema-tema
utama yang muncul dari wawancara dan observasi digital. Hasil penyandian menunjukkan bahwa tema

seperti “etika”, “teman”, “posting”, “izin”, “hoaks”, dan ‘“kesadaran” muncul dengan frekuensi tinggi.

Untuk memperjelas kecenderungan tema, berikut ditampilkan Gambar 2 berupa word cloud hasil
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analisis tematik. Gambar 1 memperlihatkan bahwa istilah “etika”, “teman”, dan “posting” mendominasi
diskusi, yang berarti bahwa pertimbangan moral, pengaruh sosial, dan aktivitas berbagi konten adalah
tema sentral dalam budaya hukum digital pelajar. Ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum

menjadi kerangka utama dalam pengambilan keputusan digital di kalangan responden.

cyberbullying

‘teman:

UU ITE -'—1

kesadaran o | oaks

Gambar 2. Word Cloud Tema-tema Utama

B. Hasil Utama yang Signifikan

Penelitian ini mengungkap beberapa temuan utama yang signifikan. Pertama, ditemukan adanya
kesenjangan antara pengetahuan dan praktik. Meskipun beberapa pelajar memahami istilah hukum siber
secara konseptual, banyak di antara mereka yang tetap melakukan pelanggaran ringan seperti
menyebarkan informasi tidak terverifikasi, memposting komentar bernada sarkastik, atau menyebarkan
meme tanpa memperhatikan kontennya. Kedua, hasil menunjukkan bahwa budaya digital pelajar lebih
dipengaruhi oleh kelompok teman sebaya dibandingkan oleh pemahaman terhadap hukum. Norma
sosial yang berlaku dalam kelompok pertemanan sering kali lebih kuat daripada norma hukum formal.
Ini menyebabkan perilaku daring pelajar cenderung mengikuti pola yang berlaku di komunitas digital
mereka. Ketiga, ditemukan bahwa peran sekolah dalam pendidikan hukum digital masih terbatas.
Sebagian besar pelajar belum pernah menerima pelatihan atau pembelajaran langsung tentang hukum
siber dan etika digital. Kurangnya intervensi formal ini membuat pemahaman hukum digital

berkembang secara informal dan tidak merata.
Diskusi

Hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan nyata antara pengetahuan normatif dan praktik
digital pelajar. Walaupun sebagian pelajar mengetahui istilah seperti cyberbullying, hoaks, atau
pelanggaran privasi, pemahaman ini tidak selalu tercermin dalam perilaku sehari-hari. Banyak di antara
mereka masih menyebarkan informasi tidak terverifikasi, menulis komentar bernada sarkastik, atau
membagikan meme bermuatan negatif tanpa mempertimbangkan dampaknya (Dita Maisaroh Nasution
et al., 2025). Situasi ini mendukung temuan (Christner, Worle, & Paulus, 2022) bahwa kesadaran
normatif sering kali berhenti pada tataran kognitif, tanpa diikuti perilaku konkret yang sesuai. Dengan
kata lain, mengetahui aturan tidak serta merta membuat remaja patuh terhadap aturan tersebut (Al-Hariri

et al., 2025).

Penelitian ini juga memperluas kajian literasi digital yang selama ini lebih menekankan kemampuan

teknis. Misalnya, (Seyum Getenet et al., 2024) menunjukkan literasi digital penting untuk meningkatkan
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keterlibatan dalam pembelajaran daring. Namun, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa
pemahaman teknis saja tidak cukup. Tanpa internalisasi nilai hukum sejak dini, pelajar cenderung
memaknai aturan hukum sebagai hal formalitas belaka. Hal ini menjelaskan mengapa meskipun mereka
mengenal istilah hukum digital, perilaku daring mereka tetap dipengaruhi oleh norma kelompok. Lebih
jauh, faktor sosial terbukti sangat menentukan. Pengaruh teman sebaya menjadi dominan, bahkan lebih
kuat dibandingkan nilai keluarga. Pelajar sering mengikuti pola perilaku digital yang berlaku di
kelompok pertemanannya, meski bertentangan dengan norma hukum (Khaeriyah Khaeriyah & Nurasia
Natsir, 2025). Dengan demikian, keberhasilan membangun budaya hukum digital tidak bisa hanya

mengandalkan regulasi formal, tetapi perlu strategi yang memperhitungkan dinamika sosial remaja.

Minimnya peran sekolah muncul sebagai salah satu temuan penting. Mayoritas responden mengaku
tidak pernah mendapatkan pelajaran khusus tentang hukum siber atau etika digital. Hal ini kemungkinan
besar disebabkan belum adanya kurikulum yang secara eksplisit mengintegrasikan literasi hukum
digital, atau keterbatasan guru dalam menyampaikan materi hukum yang relevan dengan kehidupan
digital siswa (Cristina Sanchez-Cruzado et al., 2021). Kekosongan ini menyebabkan remaja belajar etika
digital secara informal, yang sering kali tidak konsisten. Akibatnya, perilaku menyimpang di ruang maya
seperti menyebarkan komentar negatif atau mengikuti tren kontroversial dianggap wajar dan menjadi
bagian dari budaya online (Elena Tsankova et al., 2024). Normalisasi perilaku semacam ini berisiko

memperkuat budaya permisif yang melemahkan kesadaran hukum generasi muda.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas teori budaya hukum dengan menunjukkan bahwa kepatuhan
hukum tidak semata-mata ditentukan oleh pemahaman aturan formal, tetapi juga oleh relasi sosial dan
norma kelompok (Chiara Berneri et al., 2024). Hal ini menantang pendekatan legalistik yang selama ini
dominan dalam studi hukum siber. Dengan kerangka budaya hukum, kita dapat melihat bagaimana nilai,

sikap, dan praktik sosial remaja membentuk pola kepatuhan mereka di dunia digital.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi pendidikan hukum digital dalam
kurikulum sekolah menengah. Namun, pendidikan formal saja tidak cukup. Mengingat kuatnya
pengaruh teman sebaya, diperlukan strategi edukasi yang berbasis komunitas remaja, misalnya melalui
program peer mentoring atau kampanye literasi hukum digital di media sosial (Giovanni Vespoli et al.,
2024). Strategi semacam ini lebih kontekstual karena menyesuaikan dengan ekosistem digital remaja,

sehingga berpotensi lebih efektif menumbuhkan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang signifikan. Pertama, jumlah responden hanya 20 pelajar dari
dua kota besar, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pelajar Indonesia yang
beragam secara geografis dan sosial budaya. Dengan demikian, hasil ini sebaiknya dibaca sebagai potret
lokal. Kedua, metode kualitatif yang digunakan lebih menekankan pemahaman mendalam, bukan
representasi statistik. Ketiga, observasi hanya mencakup platform populer (Instagram, TikTok, X),
belum mencakup aplikasi pesan privat atau komunitas daring lain yang mungkin menyimpan dinamika

berbeda. Implikasi penelitian selanjutnya perlu melibatkan sampel lebih besar, cakupan geografis yang
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lebih luas (termasuk daerah rural), serta pendekatan kuantitatif atau longitudinal. Metode etnografi

digital juga dapat digunakan untuk memahami praktik budaya hukum di ruang maya secara lebih detail

(Lane & Lingel, 2022).

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa budaya hukum digital di kalangan pelajar masih berada pada tahap
awal dan belum konsisten. Walaupun sebagian pelajar sudah mengenal istilah seperti cyberbullying,
hoaks, dan perlindungan data pribadi, hanya sekitar 20% yang memiliki pemahaman tinggi terhadap
regulasi dan sanksi hukum, sementara mayoritas belum menjadikan hukum dan etika sebagai dasar
dalam aktivitas bermedia sosial. Tiga faktor utama yang memengaruhi pembentukan budaya hukum
digital adalah pengaruh teman sebaya, nilai keluarga, dan pendidikan sekolah, yang menunjukkan bahwa

kepatuhan pelajar lebih ditentukan oleh interaksi sosial daripada aturan formal.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian budaya hukum dengan menempatkannya dalam
konteks digital dan menekankan pentingnya internalisasi nilai hukum sejak usia sekolah. Secara praktis,
temuan ini mendorong perlunya intervensi edukatif yang terstruktur melalui integrasi literasi hukum
digital dalam kurikulum sekolah menengah serta pendekatan berbasis komunitas remaja. Strategi ini
diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Namun,
keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah responden yang kecil, lokasi yang hanya mencakup dua
kota besar, serta fokus pada platform populer. Keterbatasan tersebut membatasi generalisasi hasil,
sehingga penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas, sampel beragam, dan pendekatan kuantitatif

maupun longitudinal diperlukan untuk memperkuat temuan ini.
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